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       Permasalahan Pedagang Kaki Lima berawal dari kemiskinan dan kurangnya 
lahan pekerjaan. Kegiatan yang dilakukan pedagang kaki lima mengubah fungsi 
trotoar yang berdampak pada hilangnya hak pejalan kaki. Satuan Polisi Pamong 
Praja sebagai penegak Peraturan Daerah sudah melakukan upaya penertiban 
meskipun masih ada beberapa kendala. 
       Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan 
hukum bagi pejalan kaki di jalan M.T Haryono Brebes berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (2) 
Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dalam memberikan perlindungan 
hukum bagi pejalan kaki dan bagaimana solusinya. 
       Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan 
yang digunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan datanya 
melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Dianalisis dengan deskriptif 
analis 
       Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum yang 
diberikan Pemerintah Kabupaten Brebes terhadap pejalan kaki adalah terdapat 
pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12. Namun 
ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sehingga masih banyak 
terjadi pelanggaran dan pejalan kaki tidak dapat memperoleh haknya. Adapun 
kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi pejalan kaki antara lain: 
kesadaran hukum masyarakat yang rendah, belum ditemukannya tempat relokasi, 
dan kurangnya ketegasan Satuan Polisi Pamong Praja. 
       Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi, 
dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti Tegal. 









       The problem of street vendors begins with poverty and lack of land for 
employment. Activities carried out by street vendors change the function of 
sidewalks which have an impact on the loss of pedestrian rights. The Civil Service 
Police Unit as the enforcer of the Regional Regulation has made efforts to bring 
order even though there are still some obstacles. 
       This study aims (1) to describe how legal protection for pedestrians on the 
M.T Haryono Brebes road based on Regional Regulation No. 1 of 2015 
concerning Peace and Public Order (2) To examine and analyze obstacles in 
providing legal protection for pedestrians and how the solution 
       This type of research is library research. The approach used is a normative 
juridical approach. Data collection techniques through interviews, observation, 
and literature study. Analyzed with descriptive analyst 
The results of this study indicate that the form of legal protection given by 
the Brebes Regency Government to pedestrians is contained in Article 7 
paragraphs (1) and (2) as well as in Article 8 paragraphs (1) and Article 12. 
However, these provisions cannot be fully implemented so that they are still many 
violations occur and pedestrians cannot get their rights. The obstacles in providing 
legal protection for pedestrians include: low public awareness of the law, the 
location of relocation, and the lack of firmness of the Civil Service Police Unit. 
Based on the results of this study are expected to be material information, 
and all those who need it in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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“Narimo Ing Pandum” 
 
“Gurumu adalah cahayamu di dunia dan akhirat, maka varilah guru yang 
terbaik, yaitu yang berilmu dan beradab tinggi” 
(Habib  Munzir bin Fuad Al-Musawa) 
 
“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang 
kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, 
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut 
penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan 
karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki 
pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau 
dua roda dan satu kaki). Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang 
Kaki Lima  yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya 
disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan 
menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan 
prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik 
pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. 
Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk pedagang di jalanan 
pada umumnya. Persoalan pedagang kaki lima yang bermuara pada kemiskinan 
dan kesempatan kerja tidak terlepas dari konteks globalisasi, krisis ekonomi 
yang melanda Indonesia dan kesenjangan pembangunan kota-desa di Indonesia.1 
Keberadaan pedagang kaki lima kerap kali mengganggu ketertiban dan 
ketentraman umum seperti penggunaan ruang publik bukan untuk fungsi 
 
      1 Arif Zulkifli Nasution, “Solusi Permasalahan PKL atau Streets Vendors Solution”  diakses 





semestinya dapat membahayakan orang lain maupun pedagang kaki lima itu 
sendiri. 
Pedagang kaki lima selalu menjadi polemik dalam berbagai kalangan, baik 
kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah. Keberadaannya seringkali 
terhubung dengan masalah penertiban dan penggusuran. Upaya penertiban yang 
dilakukan oleh aparat pemerintah sering berakhir dengan bentrokan dari 
pedagang kaki lima. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak 
jarang para pedagang kaki lima melakukan unjuk rasa, selalu berakhir dengan 
kekacauan dan keributan, sehingga ketertiban sulit sekali untuk diwujudkan.2 
Pedagang kaki lima merupakan gejala sosial yang memiliki dampak sosial 
kontradiktif. Kegiatan yang dilakukan pedagang kaki lima seringkali membuat 
fungsi dari fasilitas umum menjadi berubah, misalnya perubahan atau bahkan 
rusaknya fungsi trotoar yang dikhususkan untuk pejalan kaki. Selain itu 
pedagang kaki lima juga sering dipandang memiliki dampak negatif bagi 
kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, sebagai contoh yaitu muncul 
dan meningkatnya limbah cair dan/atau padat, pedagang kaki lima yang menjual 
makanan dan/atau minuman pada umumnya akan membuang limbahnya di 
tempat umum.  
Hal demikian yang terkadang membuat para pejalan kaki sering kali 
kehilangan haknya untuk berjalan diatas trotoar karena terenggut oleh pedagang 
kaki lima sebagai tempat berdagangnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
 
      2 Henny Purwanti dan Misnarti, “Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di 





22 Tahun 2009 Pasal 45, definisi trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung 
penyelenggaraan lalu lintas. Pada Pasal 131 diatur bahwa pejalan kaki berhak 
atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan 
dan fasilitas lain.3 Dalam Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2006,  pelarangan 
penggunaan trotoar disebutkan dalam Pasal 34 ayat (4) yang mengatakan bahwa 
trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki4.  
Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai sanksi 
pidana jika terjadi gangguan fungsi jalan dan fasilitas pejalan kaki (trotoar) 
sebagai berikut : 
1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan 
dan/atau gangguan fungsi jalan.5 Setiap orang yang melakukan perbuatan 
yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp 24.000.0006 
2. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lingtas umum wajib dilengkapi 
dengan perlengkapan jalan salah satunya berupa fasilitas untuk pejalan 
kaki 7 . Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, dalam konteks ini yang dimaksud 
adalah trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki yang terganggu fungsinya 
 
      3 Setyo Adi Nugroho, “Ingat, Hak Pejalan Kaki Sudah Diatur di Undang Undang” 
(Kompas.com, 08 Agustus, 2018). 
      4 Felix Nathamiel, “Hak Pejalan Kaki di Trotoar Yang Sering Terabaikan” diakses dari 
(https://tirto.id/hak-pejalan-kaki-di-trotoar-yang-sering-terabaikan-csNh, pada 12 Oktober 2019) 
      5Pasal 28 ayat 1  Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
      6Pasal 274 ayat 1 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 





menjadi tempat  berdagang.8 Setiap orang yang melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas pejalan kaki dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 
250.0009 
Namun demikian sampai saat ini masih banyak para pedagang kaki lima yang 
masih suka menjajakan dagangannya diatas trotoar yang menyebabkan 
kemacetan dan menghilangnya hak pejalan kaki untuk bisa berjalan diatas 
trotoar. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum para pedagang kaki 
lima serta kemungkinan kurangnya ketegasan pemerintah daerah dalam 
mengatasi masalah Pedagang Kaki Lima. 
Pemerintah Kabupaten Brebes telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor  1 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang berarti 
bahwa pemerintah Kabupaten Brebes sudah serius menangani permasalahan 
mengenai ketentraman dan ketertiban seperti contoh Pedagang Kaki Lima yang 
sering menempati fasilitas umum tanpa mempunyai surat izin yang legal dari 
pemerintah setempat dan terkesan acuh kepada hukum yang berlaku. Di 
Kabupaten Brebes penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-
undangan untuk Pedagang Kaki Lima telah dijalankan oleh aparatur penegakan 
hukum daerah. Akan tetapi di sepanjang jalan M.T Haryono Kabupaten Brebes 
masih banyak Pedagang Kaki Lima yang menempati trotoar sebagai tempat 
 
8 Pasal 28 ayat 2 jo. Pasal 25 ayat 1 Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 





berdagangnya yang notabene trotoar tersebut merupakan fasilitas umum bagi 
para pejalan kaki.  
Berdasarkan yang telah penulis paparkan di atas oleh karena itu penulis 
mengangkat judul “Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Berdasarkan 
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban 
Umum di Kabupaten Brebes” 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka 
permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pejalan kaki di jalan M.T Haryono 
Brebes berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Ketentraman dan Ketertiban Umum? 
2. Apa sajakah kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi pejalan 
kaki dan bagaimana solusinya? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 
1. Untuk mendeskripsikan  bagaimana perlindungan hukum bagi pejalan kaki 
di jalan M.T Haryono Brebes berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 1 
Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum 
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dalam memberikan perlindungan 






D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan yang antara lain    
sebagai berikut : 
a. Manfaat Teoritis  
Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu 
pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana serta 
aturan aturan daerah khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan 
penyalahgunaan fungsi trotoar sebagaimana mestinya 
b. Manfaat Praktis 
Dapat memberikan informasi atau gambaran kepada para pedagang kaki 
lima khususnya mengenai pengaturan dan penegakan hukum dalam rangka 
penyalahgunaan fungsi trotoar 
E. Tinjauan Pustaka 
 
Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, 
perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan 
masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian 
restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.10 
Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran -pelanggaran 
dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam 
 





dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.11 Pejalan Kaki 
adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.12 
Trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan 
kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan 
elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya 
sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.13 
Pedagang Kaki Lima adalah pedagang atau orang yang melakukan kegiatan 
atau usaha kecil tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggiran jalan (trotoar) 
untuk menggelar dagangan14 
Beberapa jurnal atau penelitian yang berhubungan dengan laporan skripsi ini 
antara lain : 
(1) Yulius Sitanggang, Syafaruddin AS, Siti Nurlaily Kadarini. Pengaruh 
Pedagang Kaki Lima Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki Dalam 
Pemanfaatan Trotoar (Studi Kasus Jalan Jendral Urip Pontianak). 
Kebanyakan trotoar-trotoar di Kota Pontianak telah beralih fungsi menjadi 
tempat aktivitas-aktivitas lain. Trotoar banyak dipenuhi oleh bangunan 
bangunan kecil yang bersifat permanen dan nonpermanen. Hal ini 
memberikan resiko besar untuk keselamatan pejalan kaki, karena memaksa 
pejalan kaki untuk menggunakan badan jalan yang diperuntukan untuk 
 
      11 Ardiansyah,“Pengertian Hukum Pidana” diakses dari 
(https://customslawyer.wordpress.com/2014/09/10/pengertian-hukum-pidana/, pada 17 Oktober 
2019). 
12 Pasal 1 Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan 
13 Kep Dirjen Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 Tanggal 20Desember 1999 
      14  Zain, “Pengertian Pedagang Kaki Lima”  diakses dari  






kendaraan.15 Dalam karya ilmiah ini dipaparkan tentang pengalihan fungsi 
trotoar yang sebenarnya di jalan Jendral Urip Pontianak. 
(2) Bintardi Dwi Laksono. Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima 
Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum 
terhadap pedagang kaki di atas trotoar Jalan Abu Bakar Ali berdasarkan 
Perda Kota Yogyakarta Nmor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pegadang 
Kaki Lima. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara subtansi penegakan 
hukum pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah kota Yogyakarta sudah 
tepat, dan secara struktur penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima 
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja 
kota Yogyakarta. Akan tetapi penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan 
semestinya karena secara budaya masyarakatnya masih terbilang rendah, 
sehingga menimbulkan gangguan di tengah masyarakat. Terhadap pedagang 
kaki lima yang tidak memiliki izin, oleh Satpol Polisi Pamong Praja 
mengambil tindakan memberikan peringatan lisan dan tertulis sampai 
dengan melakukan penyitaan barang-barang dagangannya.16 Dalam skripsi 
ini dipaparkan  bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 
Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. 
 
      15 Yulius Sitanggang, et al., “Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Kenyamanan Pejalan 
Kaki Lima Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki Dalam Pemanfaatan Trotoar (Studi Kasus Jalan 
Jendral Urip Pontianak)”, Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Jurnal Teknik, hlm. 1 
      16 Bintardi Dwi Laksono, Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang 
Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 





(3) Istaslama Bakri, Buchori Asyik, Rahma Kurnia Sri Utami. Alih Fungsi 
Trotoar Menjadi Tempat Pedagang Kaki Lima di Jalan Z.A Pagar Alam. 
Latar belakang penggunaan trotoar sebagai tempat berdagang pedagang kaki 
lima dapat berupa keterbatasan modal, lokasi yang dinilai strategis, besarnya 
laba yang didapatkan dengan berjualan di trotoar, jenis dagangannya agar 
mudah dalam menggapai konsumen dan lain sebagainya. Luas lahan trotoar 
yang digunakan untuk tempat berdagang pedagang kaki lima sangat 
berdampak bagi pejalan kaki dimana fungsi trotoar untuk pejalan kaki 
terganggu dan berubah fungsinya. Karena, lahan trotoar yang digunakan 
pedagang berdagang ini menyebabkan pejalan kaki turun ke badan jalan 
guna melanjutkan.17 Dalam uraian karya ilmiah ini dipaparkan tentang latar 
belakang pengguna trotoar sebagai tempat berdagangnya para pedagang 
kaki lima 
Yang membedakan dari penelitian yang akan peneliti lakukan dengan 
penelitiannya sebelumnya adalah terletak pada substansi dari permasalahan yang 
diangkat, yaitu mengenai perlindungan hukum bagi pejalan kaki berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban 






     17 Istaslama Bakri, et al.,” Alih Fungsi Trotoar Menjadi Tempat Pedagang Kkai Lima Jalan Z.A 





F. Metode Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research).  
Yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya diperoleh 
melalui penelusuran dokumen. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan 
karena data yang diperoleh melalui penelusuran dokumen 
2. Pendekatan Penelitian 
    Pendekatan yang digunakan peneliti adalah dengan pendekatan yuridis 
normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu meninjau permasalahan hukum 
secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku). 
Seperti perlindungan hukum bagi pejalan kaki berdasarkan Peraturan Daerah 
No. 1 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten 
Brebes 
3. Sumber Data  
Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder dan data 
primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan 
kepustakan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka 
yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. 18  Sedangkan data 
primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu 
penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat. 19  Data sekunder 
dikelompokan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 
 
      18  Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2015, hlm. 156 





bahan hukum tersier. Sedangkan data primer lokasi penelitian di Kabupaten 
Brebes, Jawa Tengah dengan mengambil lokasi di Jalan M.T Haryono 
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah 
a. Teknik Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 
percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.20 Metode 
pengumpulan data dengan tekhnik wawancara yaitu dengan 
melakukan tanya jawab secara langsung kepada para pedagang kaki 
lima, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan pejalan kaki 
b. Teknik Observasi 
Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan 
berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu 
kegiatan yang sedang berjalan.21  Teknik pengumpulan data dengan 
melakukan observasi langsung di Jalan M.T Haryono Brebes 
c. Studi Dokumentasi 
 
      20  Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rsodakarya, 2017, hlm. 135 
      21 Andi Prastowo “Pengertian Teknik Wawancara, Observasi, dan Pengamatan” (http://dunia-






Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 
ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh 
informasi terkait objek penelitian. 22  Studi ini digunakan untuk 
melengkapi data seperti perundang-undangan, peraturan daerah yang 
mengatur tentang ketertiban dan ketentraman. 
5. Metode Analisis Data 
Penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif analis, yaitu mencari dan 
menentukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelirian dengan 
landasan teori yang ada dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran 
konstruksi mengenai permasalahan yang diteliti23 
G. Sistematika Penulisan 
 
Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:  
Bab I pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan Konseptual, pada bab ini berisi tentang teori-teori dan 
peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan 




     22  Nur Fatin “Pengertian Studi Dokumentasi Serta Kelebihan dan Kekurangannya” 
(http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/pengertian-studi-dokumentasi-serta-kekurangan-
Kelebihan.html, Diakses pada 15 Oktober 2019) 







Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hal ini akan diuraikan 
tentang hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki 
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan 
Ketertiban Umum di Kabupaten Brebes 
Bab IV Penutup, pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran 







A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 
1. Pengertian Perlindungan Hukum  
       Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan 
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau 
korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari 
perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, 
seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan 
bantuan hukum. 24  Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek 
hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif 
(pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang lisan 
maupun yang tertulis 25 . Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 
perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum 
itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu 
keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian 
di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya 
mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya: 
       Menurut Sutjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah memberikan 
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 
 
      24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta : 1984, hlm 133 
      25  Rahayu, “Pengangkutan Orang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang 
Bawaan penumpang di Perusahaan Otobus Rosalia Indah)”, Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: 





perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata 
lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus 
diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik 
secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari 
pihak manapun26 
       Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 
penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 
ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 
menikmati martabatnya sebagai manusia 27 . Sependapat dengan hal 
tersebut, Philipus M Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan hukum 
adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap 
hak-hak asasi manusia yang dimiliki  oleh subyek  hukum berdasarkan 
ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan 
atau kaidah yang akan dapat melundungi suatu dal dari hal lainnya28 
       Adapun pengertian hukum menurut beberapa sumber adalah 
a. Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap 
orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya. Sistem peraturan 
untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau 
 
      26 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hal. 53 
      27  Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3 






bangsa. Undang-undang, ordonansi atau peraturan yang ditetapkan 
pemerintah dan ditanda tangani ke dalam undang-undang29 
b. Menurut Sudikno Mertokusumo Hukum adalah keseluruhan 
kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu 
kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku 
yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat 
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi30 
c. Menurut Satjipto Raharjo Hukum merupakan karya manusia 
berupa norma-norma yanng berisi petunjuak tingkah laku. Hukum 
merupakan cerminan dari kehendak manusia mengenai bagaimana 
seharusnya masyarakat dibina dan kemana masyarakat harus 
diarahkan31 
2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum 
       Perlindungan hukum merupakan bagian dari fungsi hukum yang 
bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu 
perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan 
hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam 
bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis 
maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hokum 
 
      29  M. Marwan & Jimmy P, Kamus Hukum, Cetakan I, Reality Publisher, Surabaya, 
2009, hal. 258. 
      30  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Kelima, Cetakan 
Keempat, Liberty, Yogjakarta 
      31 Arsyi, “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Beserta Arti dan Definisinya”, diakses dari 





       Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan 
banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna 
yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit 
mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan 
istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti 
perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan 
berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa 
berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu32 
       Perlindungan hukumMenurut Hadjon bagi rakyat meliputi dua hal, 
yakni:  
a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan 
hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk 
mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu 
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif (sudah 
pasti)  
b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan 
hukum dimana lebih   ditujukan dalam penyelesaian sengketa33 
     Perlindungan Hukum menurut Philipus M Hadjon ada dua yaitu : 
a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.   
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum 
diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 
 
      32 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38 
      33 Alifa Bestari, “Perlindungan Hukum”, diakses dari 





pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat 
bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya 
sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya 
bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan 
bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang 
preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam 
mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di 
indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai 
perlindungan hukum preventif. 
b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. 
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk 
menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh 
Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia 
termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip 
perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu 
dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut 
sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan 
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan 
kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban 
masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari 
perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah 





perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat 
utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum34 
Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan 
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau 
Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang ini35 
3. Pinsip Perlindungan Hukum 
       Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu 
dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 
hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya 
konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 
asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan 
kewajiban masyarakat dan pemerintah36 
       Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di 
Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah 
negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber 
pada konsep-konsep Rechtstaat dan ”Rule of The Law”. Dengan 
 
      34 Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43 
      35 Ibid 
      36  Ray Pratama Siadari, “Teori Perlindungan Hukum”, diakses dari 






menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan 
pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip 
pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang 
bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak 
pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan 
danperlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut 
sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi menusia diarahkan kepada 
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 
pemerintah37 
 
B. Tinjauan Umum Pejalan Kaki 
1. Pengertian Pejalan Kaki 
       Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk 
menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik dipinggir 
jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang 
jalan. Untuk melindungi pejalan kaki dalam berlalu lintas, pejalan kaki 
wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat 
penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki. 38  Menurut 
Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat : SK.43/AJ 007/DRJD/97 
Pejalan kaki adalah orang yang melakukan aktifitas berjalan kaki dan 
 
      37 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 
1987, hlm. 38 
      38 Novalino Pratama, “Studi Perencanaan Trotoar di Dalam Lingkungan Kampus Universitas 






merupakan salah satu unsur pengguna jalan. Sedangkan menurut Undang 
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
yang dimaksud pejalan kaki adalah  setiap orang yang berjalan di Ruang 
Lalu Lintas Jalan.  
       Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang 
Prasarana dan Lalu Lintas, pejalan kaki harus berjalan pada bagian jalan 
yang diperuntukan bagi pejalan kaki, atau pada bagian pejalan kaki, atau 
pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang 
diperuntukan bagi pejalan kaki  
       Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pejalan kaki adalah setiap 
orang atau manusia yang melakukan suatu kegiatan pergerakan atau 
sirkulasi perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan dengan 
berjalan kaki. 
2. Keragaman Pejalan Kaki 
       Penyeberang jalan dengan kondisi fisik yang mendapat perhatian 
khusus dapat dibagi menjadi 3 yaitu39 :  
a. Penyeberang yang cacat fisik 
Adalah pengguna jalan/penyeberang yang cacat fisiknya 
atau mempunyai keterbatasan fisiknya, oleh karena itu perlu 










b. Penyeberang anak-anak 
Adalah penyeberang pada usia anak-anak (0-12 tahun) yang 
sering terjadi kecelakaan dibanding dengan golongan lainnya. 
c. Penyeberang usia lanjut 
Penyeberang usia lanjut lebih cenderung mengalami  
kecelakaan daripada usia yang lainnya disebabkan oleh :  
1) Kelemahan fisik  
2) Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyeberang ( 
karena faktor usia).40 
3. Perilaku Pejalan Kaki 
Karateristik pejalan kaki menurut Shane dan Roess (1990) secara 
umum meliputi :  
a. Volume pejalan kaki v (pejalan kaki/menit/meter)  
b. Kecepatan menyeberang S (meter/menit) 
c. Kepadatan D (pejalan kaki/meter persegi)41 
4. Fasilitas Pejalan Kaki 
       Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : 011/T/Bt/1995, 
Fasilitas Pejalan kaki dapat dipasang dengan kriteria sebagai berikut : 
a. Fasilitas pejalan kaki harus dipasang pada lokasi-lokasi dimana 
pemasangan fasilitas tersebut memberikan manfaat yang 
 
      40 Ade Achmad Al-Fath. CA. Umar, “Analisis Efektifitas Jembatan Penyebrangan Terhadap 
Kinerja Lalu Lintas di Bawahnya”, Skripsi Sarjana Teknik Sipil, Lampung: Fakultas Teknik 
Universitas Lampung, 2014, hlm. 6-7, t.d. 





maksimal, baik dari segi keamanan, kenyamanan ataupun 
kelancaran perjalanan bagi pemakainya. 
b. Tingkat kepadatan pejalan kaki, atau jumlah konflik dengan 
kendaraan dan jumlah kecelakaan harus digunakan sebagai 
faktor dasar dalam pemilihan fasilitas pejalan kaki yang 
memadai 
c. Pada lokasi-lokasi/kawasan yang terdapat sarana dan prasarana 
umum. 
d. Fasilitas pejalan kaki dapat ditempatkan disepanjang jalan atau 
pada suatu kawasan yang akan mengakibatkan pertumbuhan 
pejalan kaki dan biasanya diikuti oleh peningkatan arus lalu 
lintas serta memenuhi syaratsyarat atau ketentuanketentuan 
untuk pembuatan fasilitas tersebut. Tempat-tempat tersebut 
antara lain : 
1) Daerah-daerah Industri 
2) Pusat Perbelanjaan 
3) Pusat Perkantoran 
4) Sekolah 
5) Terminal Bus 
6) Perumahan  






e. Fasilitas pejalan kaki yang formal terdiri dad beberapa jenis 
sebagai berikut : 
1) Jalur Pejalan Kaki yang terdiri dari : 
a) Trotoar  
b) Penyeberangan 
(1) Jembatan Penyebrangan 
(2) Zebra Cross 
(3) Pelican Cross 
(4) Terowongan 
c) Non Trotoar 
2) Pelengkap Jalur Pejalan kaki yang terdiri dari : 
a) Lapak tunggu 
b) Rambu 
c) Marka  
d) Lampu lalu lintas 
e) Bangunan pelengkap 
 
C. Tinjauan Umum Trotoar 
1. Pengertian Trotoar 
       Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 





adalah fasilitas yang disediakan bagi pejalan kaki. 42  Dalam Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014, definisi trotoar adalah 
jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih 
tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan 
pejalan kaki.43 Menurut Iswanto, Trotoar merupakan wadah atau ruang 
untuk kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas dan untuk memberikan 
pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, 
keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Trotoar memang 
dikhususkan sebagai jalur bagi  para pejalanyang umumnya sejajar 
dengan jalandan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk 
menjamin keamanan pedestrian (pejalan kaki). Karena lalu lintas adalah 
tempat berbahaya bagi para pedestrian, maka harus disediakan lokasi 
yang cukup aman untuk berjalan kaki, yakni di sepanjang trotoar44 
       Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 011/T/Bt/1995, 
trotoar dapat dipasang dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi 
luar jalur lalu lintas. Trotoar hendaknya dibuat sejajar dengan jalan, 
akan tetapi trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan bila keadaan 
topografi atau keadaan setempat yang tidak memungkinkan. 
 
      42  Petra Yodinaro Juno, “Pejalan Kaki vs Pembajak Trotoar”, diakses dari 
(https://www.kompasiana.com/juno_naro/5976e8eb8d531e15f86a4d72/pejalan-kaki-vs-pembajak-
trotoar?page=all, pada tanggal 18 November 2019) 
      43  Muhammad Syukron, “Trotoar milik siapa dan untuk apa”, Suara Merdeka, Jakarta, 5 
Oktober, 2017. 
      44  Ruli Mustafa, “Fungsi Trotoar Sebenarnya”, diakses dari 
(https://www.kompasiana.com/rulimustafa/5a1bc526ca269b3c4e2f18e2/fungsi-trotoar-sebenarnya, 





b. Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase 
terbuka atau di atas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat 
beton yang memenuhi syarat. 
c. Trotoar pada pemberhentian bus harus ditempatkan berdampingan 
/sejajar dengan jalur bus. Trotoar dapat ditempatkan di depan atau 
dibelakang Halte. 
2. Aturan Beserta Fungsi Trotoar 
       Trotoar sebagai fasilitas yang diprioritaskan bagi pejalan kaki secara 
administrasi hukum sudah mendapat payung hukumnya. Dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
memuat pasal-pasal yang mengaturnya. Pasal 131 ayat (1) "Pejalan kaki 
berhak atas ketersediaan fasilitas yang berupa trotoar, tempat 
penyebrangan jalan, dan fasilitas lain". Pasal 131 ayat (1) menjelaskan 
dan menjamin bahwa trotoar meupakan fasilitas bagi pejalan kaki. Pejalan 
kaki berhak atas pemakaian trotoar. Pasal 28 ayat (1) "Setiap orang 
dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau 
gangguan fungsi jalan", ayat (2) "Setiap orang dilarang melakukan 
perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)". Pasal 28 menjelaskan 
dan menjamin kenyamanan pejalan kaki dalam penggunaan fasiitas jalan, 
trotoar.  
       Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten 





menjelaskan bahwa “Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, 
dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki sedangkan penggunaan diluar 
peruntukan lalu lintas umum dan pejalan kaki diatur lebih lanjut dengan 
peraturan tersendiri” 
       Fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada 
pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan 
kenyamanan pejalan kaki tersebut. Trotoar juga berfungsi memperlancar 
lalu lintas jalan raya karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu 
lintas pejalan kaki45 
D. Tinjauan Umum Pedagang Kaki Lima 
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima 
       Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang 
Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 
menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah adalah pelaku usaha 
yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha 
bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas 
sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau 
swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Pedagang kaki lima adalah 
suatu usaha yang memerlukan modal relative sedikit, berusaha dalam 
bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok 
konsumen tertentu, usahanya dilaksanakan pada tempat tempat yang 
 
      45  Fey Down, “Pejalan Kaki di Anggap Warga Kelas Teri”, diakses dari 
(https://www.kompasiana.com/feyfey/550d7ea98133114f2cb1e40d/pejalan-kaki-dianggap-warga-





dianggap strategis dalam lingkungan yang informa. 46  Pengertian 
pedagang kaki lima menurut Aris Ananta adalah masyarakat golongan 
ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, 
makanan, atau jasa yang mana menggunakan modalnya relatif sangat 
kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat 
terlarang maupun tidak. Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang 
terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari 
tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau di trotoar47 
       Menurut Pasal (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 
2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 
Lima menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya 
disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan 
dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, 
menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan 
bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak 
menetap. 
       Beberapa pengertian Pedagang Kaki Lima menurut para ahli: 
a. Menurut Karafir, Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang 
berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, 
 
      46 Tri Era Mulyana, “Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Tegal Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima”, Skripsi Sarjana Hukum, 
Tegal: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2016, hlm. 35, t.d. 





emperan took, dan pasar pasar tanpa atau adanya izin usaha dari 
pemerintah48 
b. Menurut Sugiharsono, Pedagang Kaki Lima adalah perantara 
yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali 
tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri 
dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai 
kecil atau persatuan49 
c. Menurut Bromley, Pedagang Kaki Lima adalah suatu pekerjaan 
yang paling nyata dan penting dikebanyakan kota di Afrika, 
Asia, Timur Tengah, atau Amerika Latin, namun meskipun 
penting pedagang pedagang kaki lima hanya sedikit saja 
memperoleh perhatian akademik dibandingkan dengan 
kelompok pekerja utama lain50 
2. Ciri – Ciri Pedagang Kaki Lima 
       Ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh kartono dkk. Yaitu: 
a. Merupakan pedagang yang kadang- kadang juga sekaligus 
berarti produsen; 
b. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari 
tempat satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta 
dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar 
pasang); 
 
      48 Karafir, Pengertian Pedagang Kaki Lima, Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2010, hlm. 4. 
      49 Sugharsono, Kesehatan Lingkungan, Yogyakarta: Grafindo Media Pratama, 2002, jlm. 45. 





c. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang 
konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran; 
d. Umumnya bermodal kecil,kadang hanya merupakan alat bagi 
pemilik modal dengan mendapatakan sekedar komisi sebagai 
imbalan atas jerih payahnya; 
e. Kualitas barang- barang yang diperdagangkan relativ rendah 
dan biasanya tidak berstandar; 
f. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli 
merupakan pembeli yang berdaya beli rendah; 
g. Usaha skala kecil bisa berupa family enterprise, dimana ibu 
dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik 
langsung maupun tidak langsung; 
h. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan relasi 
ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima; 
i. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, 
sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu 
senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.51 
3. Dampak Positif Pedagang Kaki Lima 
       Pada umumnya barang barang yang diusahakan Pedagang Kaki Lima 
memiliki harga yang relatif terjangkau oleh pembelinya, dimana pembeli 
utamanya adalah masyarakat menengah kebawah yang memiliki daya beli 
yang rendah. Keberadaan Pedagang Kaki Lima bisa menjadi potensi 
 






pariwisata yang cukup menjanjikan, sehingga keberadaan Pedagang Kaki 
Lima banyak menjamur di sudut-sudut kota. Dampak positif lainnya 
terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi, karena sektor informal 
memiliki karakteristik efesien dan ekonomis.  
       Hal tersebut menurut Sethurahman selaku koordinator penelitian 
sektor informal yang dilakukan ILO (International Labour Organization) 
di 8 negara berkembang, karena kemampuan menciptakan surplus bagi 
investasi dan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal 
ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal 
yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama 
sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar.52 
       Dampak positif lainnya adalah pada bidang sosial-ekonomi. Hal ini 
dikarenakan kebanyakan modal yang dikeluarkan oleh para PKL adalah 
dari usaha sendiri tanpa bantuan pemerintah, perbankan dan lain-lain. 
Para PKL tanpa dibantu pemerintah telah berupaya sendiri untuk mencari 
lahan pekerjaan. Ketika ditarik biaya restribusi pun mereka akan tetap 
membayarnya.53 
4. Dampak Negatif Pedagang Kaki Lima 
       Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak 
terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah smua lahan 
kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan 
 
      52 Giyarto, “Dampak yang ditimbulkan Dengan Adanya Pedagang Kaki Lima di Pasar Legi 
Surakarta”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 2, 2014, hlm. 11.  
      53  Clarica Fernanda, “ Pedagang Kaki Lima Sebagai Eksernalitas Positif”, diakses dari 
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hak PKL. PKL mengambil ruang dimanamana tidak hanya ruang kosong 
atau terabaikan , tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukkannya secara 
formal. PKL secara ilegal berjualan hampir di seleruh jalur pedestrian, 
ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Alasannya karena 
aksesbilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk 
mendatangkan konsumen juga.  
       Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh 
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. 
Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki 
berdesak-desakkan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal 
(pencopetan). Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena 
lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir 
jalan dan depan toko. Selain itu, pada beberapa tempat keberadaan PKL 
mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan mengganggu 
kelancaran lalu lintas.54 
       Dampak Negatif Kehadiran Pedagang Kaki Lima: 
a. Media dagang yang tidak estetis dan tidak tertata dengan baik 
menimbulkan kesan semrawut dan kumuh, akibatnya 
menurunnya kualitas visual kota 
b. Lokasi berdagang sebagian PKL yang memakai badan jalan 
yang tidak semestinya menimbulkan kemacetan lalu lintas. 
 





c. Lokasi berdagang yang menggunakan pedestrian, trotoar dan 
taman menyita hak para pejalan kaki 
d. Menggeser fungsi ruang public 
e. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan 
kaki berdesak-desakan, sehingga dapat timbul tindak kriminal 
(pencopetan) 
f. Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena 
lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti 
pinggir jalan dan depan toko55 
 
E. Tinjauan Umum Peraturan Daerah  
1. Pengertian Peraturan Daerah 
       Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 1 
angka 25 di berikan pengertian mengenai Peraturan Daerah yaitu 
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut 
dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. 
Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah 
provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, 
dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi 
legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah56  
 
      55  Miftah Nurul Halimah, “Pedagang Kaki Lima itu Masalah Atau Solusi”, diakses dari 
(https://miftahnurul.wordpress.com/2016/04/05/pedagang-kaki-lima-itu-masalah-atau-solusi/, pada 
tanggal 19 November 2019) 





       Peraturan daerah merupakan hasil kerja sama antar pihak Legislatif 
daerah (DPRD) dengan Eksekutif (Kepala Daerah) yang di dalamnya 
mengatur kepentingan umum yang ada di daerah bersangkutan. 57  Dari 
beberapa pengertian Peraturan Daerah menurut berbagai sumber, ada 
beberapa pengertian Peraturan Daerah menurut para ahli diantaranya: 
       Menurut Irawan Sujito bahwa pada hakikatnya baik keputusan 
maupun peraturan dan peraturan daerah itu adalah keputusan dalam arti 
luas yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang menetapkannya, 
sebab ketiganya merupakan perwujudan kehendak penguasa tersebut 
harus mengambil keputusan. 58  Sedangkan menurut Bagir Manan, 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan 
yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota 
yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang 
menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan 
tugas pembatuan59 
 
2. Materi Muatan Peraturan Daerah 
       Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan 
yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan 
otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam 
 
      57  Java Creativity, “Pengertian Peraturan Daerah”, diakses dari 
(https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-peraturan-daerah.html, pada tanggal 19 
November2019) 
      58 Ibid 
      59 Soebono Wirjosoegito, Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan, Jakarta: Ghalia 





pembentukannya telah ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan 
tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara 
jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan 
kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan. Semua parameter 
tersebut tentunya bertujuan agar konsep otonomi daerah berjalan pada 
jalur yang telah ditetapkan, semakin mendekatkan pelayanan pemerintah 
daerah kepada masyarakat dan yang terpenting tidak mengancam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
       Dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi 
muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan 
tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau 
penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah 
harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah 
provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang mengatur mengenai 
pembagian urusan di bidang tertentu (seperti peraturan perundang-
undangan di bidang pertambangan, kehutanan dsb) .  
       Materi muatan untuk menampung kondisi khusus daerah; bermakna 





masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang 
diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. penjabaran lebih lanjut 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara 
yuridis pembentukan perda bersumber kepada Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi, dengan kata lain pembentukan Peraturan 
Daerah harus berdasarkan pendelegasian dari Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi. 
       Asas Materi muatan merupakan hal yang sangat penting untuk 
difahami oleh pembentuk peraturan daerah, asas materi muatan yang tepat 
juga sangat bermanfaat sebagai parameter dalam menuangkan isi 
peraturan daerah, kekeliruan pemahaman terhadap materi muatan 
dimaksud dapat mengakibatkan tumpang tindihnya antara materi muatan 
peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketaatan 
dalam pemenuhan serangkaian asas pembentukan peraturan perundang-
undangan termasuk asas materi muatan yang tepat diharapkan dapat 
menjadikan peraturan daerah yang implementatif dan memberikan 
kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di daerah.60 
       Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah memiliki muatan materi sebagai 
berikut: 
a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan 
 
      60 Eka Nam Sihombing, “Asas Materi Muatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, diakses 
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b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi 
c. Memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan61 
 
3. Landasan – Landasan Pembentukan Peraturan Daerah 
Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang 
baik termasuk pembuatan peraturan daerah dimana syarat ini dapat juga 
diadopsi untuk pembentukan Perda antara lain: 
a. Landasan Filosofis 
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan 
yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk 
mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum 
yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia 
yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
b. Landasan Sosiologis 
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan 
yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan 
sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang 
hidup dalam masyarakat. 
 
      61 Pemerintah.Net, “Peraturan Daerah”, diakses dari (https://pemerintah.net/peraturan-daerah/, 





c. Landasan Yuridis 
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan 
yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 
mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum 
dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan 
diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum 
dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut 
persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang 
diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan 
yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan 
yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau 
tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-
Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada 
tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali 
belum ada. Mengingat Peraturan Daerah adalah merupakan produk 
politis maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat 
berpengaruh terhadap substansi Peraturan Daerah.  Oleh karena itu, 
perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak 
menimbulkan gejolak dalam masyarakat.62 
4. Prosedur Pembuatan Peraturan Daerah 
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       Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-
undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, 
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Oleh karena 
itu hal yang perlu diperhatikan adalah dalam pembentukan Rancangan 
Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah apakah sudah melalui tahapan-
tahapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berikut tahapan pembuatan 
Peraturan Daerah: 
a. Perencanaan 
Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan 
dalam Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah 
yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen 
perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi 
atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara 
terencana, terpadu dan sistematis. Perencanaan Peraturan 
Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. 
Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Prolegda Provinsi 
ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala 
prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. 





tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi tentang APBD Provinsi. Kriteria skala prioritas 
penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Prolegda 
didasarkan pada: a.Perintah Peraturan Perundang-undangan 
yang lebih tinggi; b.Rencana pembangunan daerah; 
c.Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan 
d.Aspirasi masyarakat daerah. Dalam Prolegda dapat dimuat 
daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a.akibat putusan 
Mahkamah Agung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi. Serta dalam keadaan tertentu, DPRD atau 
Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi di luar Prolegda Provinsi, yang terdiri atas: a. untuk 
mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana 
alam; b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan c. keadaan 
tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu 
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui 
bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus 
menangani bidang legislasi dan biro hukum. 
b. Penyusunan 
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari 
DPRD Provinsi atau Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan 





Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai: a. Anggaran 
Pendapat dan Belanja Daerah Provinsi; b. pencabutan Peraturan 
Daerah Provinsi; atau c. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi 
yang hanya sebatas mengubah beberapa materi, disertai dengan 
keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan 
yang diatur. 
Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau 
pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu 
masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu 
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum 
masyarakat. (Pasal 1 angka 11). Setiap Rancangan Peraturan 
Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus disertai dengan 
Naskah Akademis. (Pasal  33 ayat (3). 
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal    dari 
Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat 
mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, 
sedangkan yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan 





bidang legislasi. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan 
Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis 
terhadap  penyusunan  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
c. Pembahasan 
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD 
dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan 
bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat 
pembicaraan,yang dilakukan dalam rapat: komisi, panitia, alat 
kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, 
dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pembahasan Ranperda diatur dengan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 
Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum 
dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Sedangkan 
Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat 
ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan 
Kepala Daerah. Ketentuan mengenai tata cara penarikan 
kembali Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan 
DPRD. 
d. Pengesahan Atau Penetapan 
Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama 





DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah 
tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan 
bersama. Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan oleh 
Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah dengan 
membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu paling 
lama 30 hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui 
bersama. Dalam jangka waktu 30 hari Kepala Daerah tidak 
menandatangani Rancangan Peraturan Daerah yang sudah 
disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah  tersebut 
sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. 
e. Pengundangan 
Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) diundangkan 
dalam Lembaran Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Peraturan 
Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam 
Berita Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Pengundangan 
Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah 
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Perundang-
undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat 
pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam 







Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah 
Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan 
Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, 
hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan 
dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau 
memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku 
kepentingan. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh 
DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota 
yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang 
khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan 
Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh 
alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan 
Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota 
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Penyebarluasan Peraturan 
Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang 
telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama 
oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau 
Kabupaten/Kota. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang 





diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran 
Daerah, dan Berita Daerah.63 
5. Fungsi Peraturan Daerah 
       Menurut Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, Peraturan daerah  memiliki beberapa 
fungsi, seperti sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi 
daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat Undang Undang 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang 
Pemerintahan Daerah. Kemudian, fungsi yang kedua 
sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur 
aspirasi masyarakat di daerah. Namun, pengaturannya tetap 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yangg 
berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Yang ketiga, 
berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan 
daerah fungsi yang keempat, sebagai peraturan pelaksanaan 
dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.64 
6. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah 
       Pasal 18 Ayat 6 Undang Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa 
“Pemerintahan daerah berhak menetapkan per-aturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
 
      63  Arther H. Moniung, “Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah”, diakses dari 
(https://manado.tribunnews.com/2013/08/16/tahapan-pembentukan-peraturan-daerah, pada tanggal 
20 November 2019) 
      64  Saepudin, “Fungsi Peraturan Daerah dalam Perundang-Undangan”, diakses dari 
(https://saepudinonline.wordpress.com/2013/05/01/fungsi-perda-dalam-peraturan-perundang-





pembantuan”. Dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa 
pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten, maupun kota) mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan.    
       Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan 
daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk 
menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa 
dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik 
daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang 
dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.65 
7. Asas Penyelenggaraan Peraturan Daerah 
       Asas-Asas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik adalah 
sebagai berikut:66 
a. Asas Desentralisasi 
       Asas desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu 
menyangkut kekuatan, biasanya dihubungkan dengan pendelegasian 
atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya 
di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk 
menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah di daerah. 
 
      65 Titus Sutio Fanpula, “Penjelasan Pasal 18 Sampai Pasal 18B Undang Undang Dasar 1945”, 
diakses dari (https://www.limc4u.com/uud-1945/penjelasan-pasal/penjelasan-pasal-18-sampai-
pasal-18b-uud-1945/, pada tanggal 21 November 2019) 
      66  Ardysatria, “Apa Saja Asas Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, diakses dari 
(https://www.dictio.id/t/apa-saja-asas-asas-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah/61913, pada 





       Isu desentralisasi selalu dikaitkan dengan efisiensi dan inovasi, 
karena melalui desentralisasi akan dapat memotong beberapa 
tahap birokrasi. Inovasi terbuka, karena adanya kekuasaan utuk 
dapat melakukan keputusan yang paling rendah. Dimana ada 
desentralisasi atau keleluasan untuk mengambil keputusan, maka 
distu ada peluang untuk mengembangkan inovasi. Inovasi berkaitan 
dengan kreativitas individual. Power pada kita berguna bisa tidak, 
tergantung pada visi dan kreativitas kita. Oleh karena 
itu pemerintah yang memperoleh legitimasasi adalah pemerintah 
yang demokratis. Pemerintah yang demokratis dibangun melalui 
suatu persepsi bahwa masyarakat memiliki pemerintahan, artinya 
mereka berhak berperan dalam pengelolaan pemerintahan. 
       Beberapa keuntungan dengan menerapkan sistem desentralisasi 
adalah sebagai berikut : 
1) Mengurangi pekerjaan di pusat pemerintahan 
2) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang 
membutuhkan tidakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu 
menunggu intruksi dari Pemerintah Pusat 
3) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap 
keputusan dapat segera dilaksanakan 
4) Dalam sitem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan 
(diverensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi 





dapat lebih mudah menyesuaikan diri pada kebutuhan/ 
keperluan khusus daerah 
5) Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat 
merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang 
berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi 
seluruh negara. Hal-hal yang tenyata baik, dapat diterapkan 
diseluruh wilayah negara, sedangkan yang kurang baik, dapat 
dibatasi suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat 
lebih mudah untuk ditiadakan. 
       Disamping kebaikan tersebut di atas, desentralisasi mengandung 
kelemahan sebagaimana pendapat Josef Riwu Kaho (1997) antara 
lain: 
(1) Karena besarnya organ-organ pemerintahan maka struktur 
pemerintahan bertambah kompleks, yang 
mempersulit koordinasi 
(2) Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam 
kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu 
(3) Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong 
timbulnya apa yang disebut provinsialisme 
(4) Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena 





(5) Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang 
lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan 
kesederhanaan 
       Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 
(7), desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurusi 
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Dengan demikian, wewenang pemerintah tersebut adalah 
wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat saja, sedangkan 
pemerintah daerah hanya melaksanakan wewenang yang diberi oleh 
pemerintah pusat sesuai dengan aspirasi masyarakat daerahnya 
b. Tugas Pembantuan 
       Tugas pembantuan adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam 
melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada 
pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat 
atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang 
menugaskan urusan yang ditugaskan masih menjadi wewenang 
pemerintah atau provinsi. Pemerintah atau provinsi ini menyusun 
rencana kegiatan, atau kebijaksanaan dan menyediakan anggarannya, 
sedangkan daerah yang ditugasi sekedar melaksanakannya, tetapi 
wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas ini. 
       Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat (9), 





kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada 
kebupaten/ kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/ 
kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu 
c. Dekonsentrasi 
Dekonsentarsi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau 
kepala wilayah atau kepada instasi vertikal tingkat atasnya kepada 
pejabat-pejabat di daerah, yang meliput: 
(1) Pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah yang lebih 
tinggi tingkatan pemerintahan disebut dekonsentrasi 
horizontal 
(2) Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari suatu 
aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatanya ke aparatur 
lain dalam tingkatan pemerintahan yang lebih rendah, disebut 
dekonsentrasi vertical 
(3) Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam wilayah-
wilayah provinsi dan ibukota negara. Wilayah-wilayah 
kabupaten dan kota dibagi dalam wilayah kecamatan. 
Penerapan asas dekonsentarsi semacam ini disebut 
dekonsentrasi territorial 
       Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah tidak 





daerah menurut asas desentralisasi. Pertimbangan dan tujuan 
diselenggarakan asas dekonsentrasi ini di antaranya adalah: 
1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap 
kepentingan umum. 
2) Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial 
budaya dalam sistem administrasi Negara 
3) Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban 
Umum di Kabupaten Brebes 
Perlindungan hukum bagi pejalan kaki di kawasan jalan M.T 
Haryono telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor. 1 Tahun 2015 dalam 
pasal 7 ayat 1 dan 2 serta pada pasal 8 ayat 1. Dalam Pasal 7 ayat (1) 
menjelaskan “Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, 
berlalu lintas dan untuk mendapat perlindungan dari pemerintah” 
sedangkan bunyi Pasal 7 ayat (2) menjelaskan “Untuk melindungi hak 
setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Pemerintah 
daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan 
bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, 
melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan 
kendaraan Bus/Truk besar ke jalan lokal. 
 Serta pada Pasal 8 ayat (1) menjelaskan “Jalur lalu lintas 
diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan 
kaki sedangkan penggunaan diluar peruntukan lalu lintas umum dan 
pejalan kaki diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri”. Dalam 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Terdapat beberapa pelarangan 
menggunakan trotoar sebagai fasilitas diliuar fungsinya, seperti dalam 





melakukan perbuatan : mendirikan bangunan/kios/rombong dan berdagang 
ditrotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan 
dan berubahnya fungsi trotoar”  
Dengan adanya peraturan tersebut bukan berarti menjadikan para 
Pedagang Kaki Lima enggan berjualan disepanjang trotoar, kurangnya 
kesadaran akan kepatuhan hukum yang menjadikan mereka masih mau 
berjualan di sepanjang jalan M.T Haryono tanpa mengindahkan peraturan 
tersebut. Menindak lanjuti permasalahan tersebut maka peran Satuan 
Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima 
dikawasan Jalan M.T Haryono sangatlah penting guna mewujudkan 
ketertiban dan ketentraman serta mengembalikan fungsi trotoar pada 
semestinya, mengingat hampir sepanjang jalan tersebut trotoar sudah 
beralih fungsi menjadi tempat lapak para Pedagang Kaki Lima yang 
menyebabkan hilangnya hak pejalan kaki untuk berjalan disepanjang 
trotoar tersebut 
Menurut Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 
Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 
melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes 
mempunyai tugas pokok yaitu “Memelihara dan menyelenggarakan 
ketentraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakan 






Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Ketertiban 
Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes “Satuan Polisi 
Pamong Praja sudah pernah melakukan sosialisasi secara door to door 
kepada para Pedagang Kaki Lima untuk tidak berjualan di sepanjang 
trotoar jalan M.T Haryono namun dalam penataan tidak serta merta 
dilakukan penggusuran karena  sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki bahwa mereka juga sebagai pelaku 
ekonomi bawah yang perlu dilindungi oleh pemerintah, disisi lain 
penggusuran tidak dilakukan karena Pemerintah sendiri belum 
menemukan tempat untuk relokasi para Pedagang Kaki Lima tersebut”67.  
Secara jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan 
tindakan berupa sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima di trotoar 
sepanjang jalan MT Haryono tanpa melakukan tindakan penggusuran 
lantaran dalam melakukan penataan para anggota Satuan Polisi Pamong 
Praja lebih mengedepankan sifat kemanusiaan mengingat mereka adalah 
pelaku ekonomi kelas kebawah yang perlu dilindungi oleh pemerintah 
serta dari pihak pemerintah pun belum menemukan lahan relokasi yang 
baru untuk tempat  berjualan  mereka lagi 
 
      67 Wawancara dengan Basir, Kepala Seksi Bidang Ketertiban Umum  Satuan Polisi Pamong 






Pada saat wawancara dengan salah seorang Pedagang Kaki Lima 
dikawasan jalan MT. haryono Kabupaten Brebes dia mengatakan “Saya 
sudah lama berjualan disini, untuk berjualan disini saya memerlukan biaya 
modal yang tak sedikit, saya memahami betul bahwa berjualan diatas 
trotoar memang dilarang dan tidak diperbolehkan karena menghilangkan 
hak pejalan kaki, cuma karena saya sudah memiliki pelanggan tersendiri 
jadi untuk sementara saya tidak bisa berpindah dari tempat ini karena jika 
saya pindah maka otomatis saya juga akan kehilangan para pelanggan 
saya, disamping itu alasan saya  masih mau berjualan disini karena 
pemerintah juga belum menemukan tempat yang baru untuk merelokasi 
saya dan para Pedagang Kaki Lima lainnya agar dapat berjualan dengan 
tertib dan baik” 68 
Para Pedagang Kaki Lima tersebut menyadari bahwa perbuatan 
mereka berjualan di atas trotoar sebenarnya tidak baik karena merenggut 
hak pejalan kaki sekaligus mengubah fungsi trotoar yang tidak semestinya, 
namun mereka tetap berjualan lantaran modal yang mereka keluarkan 
untuk berjualan sudah lumayan banyak sehingga alasan tersebut menjadi 
sebuah prinsip bagi mereka agar tetap berjualan disepanjang trotoar jalan 
M.T Haryono, disamping itu alasan mereka masih  mau berjualan di 
tempat tersebut karena hingga saat ini pemerintah belum menemukan 
 
      68 Wawancara dengan Andre, Pedagang Kaki Lima, di jalan MT. Haryono Kabupaten Brebes, 





lahan relokasi yang baru untuk memindahkan para Pedagang Kaki Lima 
tersebut  
Wawancara dengan salah seorang pejalan kaki di kawasan jalan 
MT. Haryono Kabupaten Brebes terkait dengan keberadaan para Pedagang 
Kaki Lima yang menyebabkan hilangnya hak pejalan kaki di sepanjang 
trotoar “Sebenarnya merasa terganggu dengan keberadaan para Pedagang 
Kaki Lima disepanjang trotoar karena saya harus mengalah dan turun ke 
badan jalan agar dapat melanjutkan perjalanan, cuma karena mereka 
mungkin sudah nyaman berjualan disini dan membuat kawasan ini 
menjadi ramai jadi saya memaklumi akan keberadaan mereka di sepanjang 
trotoar jalan MT. Haryono, tapi saya tetap berharap kepada pemerintah 
agar dapat merelokasi para pedagang kaki lima agar dapat berjualan 
sesusai dengan tempatnya tanpa harus menggunakan lahan trotoar sebagai 
lapak dagangannya”69 
Pejalan kaki tersebut sebenarnya merasa terganggu akan kehadiran 
lapak para Pedagang Kaki Lima yang memakan badan trotoar, tetapi 
karena dengan keberadan  mereka membuat suasana di sepanjang jalan 
MT. Haryono menjadi ramai maka hal keberadaan mereka di sepanjang 
trotoar pun dimaklumi, terlepas dari itu pejalan kaki tetap berharap agar 
kedepan Pemerintah dapat mencari lahan relokasi untuk para Pedagang 
Kaki Lima agar daapat berjualan seusai dengan tempatnya.  
 
      69Wawancara dengan Ragil, Pejalan Kaki, di jalan MT. Haryono Kabupaten Brebes, tanggal 6 





Perbuatan tersebut tidak luput dari sanksi yang akan diderita oleh 
para Pedagang Kaki Lima, maka dari itu dalam pasal 36 Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2015 diatur tentang penindakan yang berbunyi: 
Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat berupa: 









           
c. Peringatan  
         
 
2. Tindakan Administrasi Meliputi: 
a. Penolakan permohonan penertiban surat izin 
b. Penangguhan penerbitan surat izin 
c. Pencabutan surat izin 






3. Tindakan hukum meliputi: 
a. Pengenaan kurungan terhadap tindak pidana pelanggaran 
b. Pengenaan denda terhadap tindak pidana pelanggaran 
Sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 53 Tahun 2019 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 
Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, mengatur tentang 
langkah langkah dalam melakukan pembinaan masyarakat yaitu: 
1. Penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, 
kelompok atau Badan Usaha, Instansi Pemerintahan dan 
Aparatur Negara 
2. Penetapan jadwal pelaksanaan pembinaan 
3. Penetapan materi pembinaan 
4. Penetapan tempat/lokasi 
5. Penetapan dukungan administrasi 
6. Penentuan narasumber 
7. Menyiapkan surat perintah tugas 
8. Menyiapkan perlengkapan operasional lainnya 
9. Koordinasi dengan instansi terkait 
10. Mengunjungi masyarakat pelanggar Peraturan Daerah  
11. Memanggil masyarakat pelanggar Peratruran Daerah 







Dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 53 Tahun 2019 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 
Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, mengatur pula 
tentang penindakan dalam proses Persidangan Pelanggaran Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati, yaitu: 
1. Bagi yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati, maka berkas perkara dilimpahkan ke 
Pengadilan Negeri 
2. Penyampaian berkas perkara pelanggaran Peraturan Daerah kepada 
Hakim melalui Korwas PPNS dan Penuntut Umum (Untuk 
Pelanggaran Peraturan Daerah sanksi di atas 3 bulan) 
3. Melimpahkan berkas perkara pelanggaran Peraturan Daerah ke 
persidangan Pengadilan Negeri dengan menghadirkan tersangka 
dan sanksi  
4. Melaksanakan persidangan pelanggaran Peraturan Daerah 
5. Menerima copy berkas perkara hasil vonis persidangan Pengadilan 
Negeri dan Kejaksaan 









B. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pejalan 
Kaki dan Solusinya 
Kendala utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi 
pejalan kaki adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami 
serta menjalankan sebuah aturan hukum yang berlaku khususnya bagi para 
Pedagang Kaki Lima. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pasal 32 Ayat (1) 
menjelaskan bahwa “Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk 
berperan serta dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum” 
yang berarti dalam Pasal tersebut mempunyai maksud bahwa semua 
masyarakat wajib bertanggung jawab serta berperan aktif dalam 
menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban umum agar terciptanya 
lingkungan yang kondusif. 
Disamping itu Kendala selanjutnya dalam memberikan hak bagi 
pejalan kaki adalah karena kehadirannya para Pedagang Kaki Lima 
disepanjang trotoar jalan MT. Haryono. Para Pedagang Kaki Lima 
beralasan mereka masih tetap berjualan di tempat tersebut karena berbagai 
macam alasan mulai dari khawatir akan pelanggannya pergi, modal yang 
dikeluarkan sudah banyak, tidak tahu harus pindah kemana karena sudah 
lama menetap berjualan diatas trotoar 
Lalu kendala terakhirnya yaitu permasalahan upaya relokasi yang 





selama ini masih banyak hambatan diantaranya belum adanya tempat 
relokasi yang akan digunakan para Pedagang Kaki Lima jika mereka 
digusur mengingat dalam proses penertiban para Anggota Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Brebes lebih mengutamakan rasa kemanusiaan, 
penggusuran tidak akan terjadi jika pemerintah sendiri belum menemukan 
tempat relokasi yang baru. Disamping itu dalam proses penertiban dan 
penataan, Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah menggunakan orang ke 
tiga karena para personel lebih mengedepankan rasa kemanusiaan 
mengingat modal berjualan para Pedagang Kaki Lima yang lumayan 
cukup banyak serta sebagai pelaku ekonom bawah yang perlu dilindungi 
jadi mereka hanya melakukan teguran serta sosialisasi tanpa harus 
menggunakan orang ke tiga 
Solusi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pejalan kaki 
terkait dengan pemanfaatan trotoar sebagai lahan berdagangnya para 
Pedagang Kaki Lima adalah dengan cara melakukan pembinaan terhadap 
masyarakat dengan membina saling asah, asih dan asuh diantara anggota 
Polisi Pamong Praja dengan masyarakat khususnya para Pedagang Kaki 
Lima tanpa mengabaikan kepentingan masing masing dalam rangka 
peningkatan, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan 
Daerah  dan Peraturan Bupati. Dengan demikian harapan dari Pemerintah 
Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses 





Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensive oleh aparatur penegak 
hukum daerah seperti Satuan Polisi Pamong Praja berkenaan dengan 
pemanfaatan lahan trotoar yang sudah disalah gunakan fungsinya 
khususnya kepada para pelaku usaha kecil seperti Pedagang Kaki Lima 
disepanjang jalan M.T Haryono yang hingga kini masih bertahan tanpa 
mematuhi peraturan yang berlaku 
Dari segi pemerintah agar secepatnya bisa mencari tempat atau 
lahan baru untuk merelokasi para Pedagang Kaki Lima agar dapat 
berjualan dengan semestinya tanpa menggunakan trotoar sebagai lahan 
berdagangnya. Relokasi para Pedagang Kaki Lima bertujuan untuk 
mengembalikan fungsi trotoar sebagai mana mestinya agar terciptannya 
lingkungan yang tertib dan kondusif sehingga para pejalan kaki dapat 
kembali lagi berjalan diatas trotoar tanpa harus khawatir akan adannya 
lapak para Pedagang Kaki Lima 
Peran Satuan Polisi Pamong Praja yang perlu meningkatkan 
ketegasan dalam menindak lanjuti permasalahan ini, mengingat Satuan 
Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes 






a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan 
hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat 
b. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, 
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan 
pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 
c. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga 
masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan 
pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 
d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, 
aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan 
pelanggaras Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 
e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, 
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran 
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 
Menurut Peraturan Bupati Brebes Nomor 53 Tahun 2019 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 
Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat 
beberapa  metode dalam rangka pembinaan masyarakat dapat dilakukan 
melalui 2 (dua) cara yaitu: 
1) Formal 





a) Mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan 
sebagai sasaran dengan cara tatap muka, sarasehan,  
musyawarah dan dialog untuk memberikan arahan dan 
himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan 
Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum daerah; 
b) Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang 
aktivitasnya telah melanggar dari ketentuan Peraturan 
Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum daerah untuk 
memberikan arahan dan pembinaan bahwa aktivitas yang 
telah dilakukannya mengganggu ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat 
c) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dengan 
menghadirkan masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran 
di suatu tempat untuk membahas arti pentingnya 
peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan 
Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum daerah guna 
memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat 
2) Informal 
Seluruh Aparat Pemerintah Daerah khususnya aparat 
dibidang penertiban seperti Polisi Pamong Praja, mempunyai 
kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan 
yang terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan 





dilakukan dilingkungan keluarga, tempat tinggal, tempat ibadah 
maupun di tempat-tempat lainnya yang memungkinkan untuk 
melakukan pembinaan 
       Salah satu cara pembinaan masyarakat adalah melalui pembinaan 
Produk Hukum Daerah terutama Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 
dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal 
tersebut dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga 
masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan 








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini antara lain:  
1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Kabupaten 
Brebes terhadap pejalan kaki adalah terdapat pada Pasal 7 ayat (1) dan 
(2) serta pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12. Namun ketentuan tersebut 
belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sehingga masih banyak terjadi 
pelanggaran dan pejalan kaki tidak dapat memperoleh haknya 
2. Adapun kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi pejalan 
kaki antara lain: kesadaran hukum masyarakat yang rendah, belum 




Untuk dapat terlaksananya perlindungan hukum bagi pejalan kaki 
berdasarkan  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Ketentraman dan Ketertiban Umum di sepanjang trotoar jalan MT. 
Haryono secara baik maka penulis menyarankan sebagai berikut: 
1. Perlunya sosialisasi oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi 





pelarangan penggunaan trotoar diluar fungsinya, karena sejatinya 
trotoar adalah fasilitas untuk para pejalan kaki 
2. Perlunya pemasangan papan reklame yang berisi pelarangan 
berjualan disepanjang trotoar jalan MT. Haryono. Papan reklame 
tersebut berguna untuk mengantisipasi Pedagang Kaki Lima baru 
yang akan berjualan di trotoar tersebut 
3. Perlunya ketegasan dari pemerintah daerah melalui peran Satuan 
Polisi Pamong Praja agar kedepan dapat lebih tegas dalam membina 
serta menertibkan para Pedagang Kaki Lima 
4. Pemerintah harus secepat mungkin menemukan lahan baru untuk 
merelokasi para Pedagang Kaki Lima agar dapat berjualan sesuai 
dengan tempatnya agar terciptanya lingkungan yang tertib dan 
kondusif  
5. Perlunya penjagaan langsung oleh anggota Satuan Polisi Pamong 
Praja disepanjang jalan MT. Haryono jika lahan relokasi sudah 
ditemukan. Penjagaan langsung oleh anggota Satuan Polisi Pamong 
Praja berguna agar tidak lagi ditemukan Pedagang Kaki Lima yang 
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